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Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.75/M.PPN/HK/06/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM NARASUMBER
KOORDINASI EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2017
DI & (DELAPAN) PROVINSI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

bahwa dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terkait dengan
kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu dilakukan kegiatan
koordinasi evaluasi kinerja pembangunan daerah 2017 di 8 (delapan)
Provinsi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu membentuk Tim Narasumber Koordinasi Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah 2017 di 8 (delapan) Provinsi;

bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk
duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Narasumber
Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2017 di 8 (delapan)
Provinsi;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 59438);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara,

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...
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5.  Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

6.  Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

7.  Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan
dan Anggaran,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA
BADAN PERENCANAAN  PEMBANGUNAN NASIONAL  TENTANG
PEMBENTUKAN TIM NARASUMBER KOORDINASI EVALUASI KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH 2017 DI 8 (DELAPAN) PROVINSI.

Membentuk Tim Narasumber Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan
Daerah 2017 di 8 (delapan) Provinsi, untuk selanjutnya disebut Tim
Narasumber, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Tim Narasumber terdiri atas perwakilan dari :

Universitas Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara;
Universitas Brawijaya, Provinsi Jawa Timur;

Universitas Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Universitas Nusa Cendana, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Universitas Tanjungpura, Provinsi Kalimantan Barat;
Universitas Tadulako, Provinsi Sulawesi Tengah;
Universitas Pattimura, Provinsi Maluku;

. Universitas Khairun, Provinsi Maluku Utara.

Tim Narasumber bertugas:

% NP YR RN

a) membantu pelaksanaan kegiatan Koordinasi Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah 2017 di 8 (delapan) Provinsi dengan fokus
evaluasi Pembangunan Daerah Tertinggal dengan tugas pengumpulan
data dan informasi, analisis, dan penyusunan laporan serta rekomendasi;
dan

b)  berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Tim Koordinasi Evaluasi
Kinerja Pembangunan Daerah 2017.

KEEMPAT : ...
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KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim
Narasumber dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak
tanggal 1 Juni 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
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RR. Rita Erawati
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KEPUTUSAN MENTERI PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP.75/M.PPN/HK/06/2017
TANGGAL 22 JUNI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM NARASUMBER KOORDINASI
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2017 DI 8 (DELAPAN) PROVINSI

Universitas Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara :
Dr. Ir. Nazaruddin, MT;

Drs. Mahyuddin K.M. Nasution, MIT, Ph.D;

Drs. Hendra Harahap, M.S1;

Wahyu Ario Pratomo, SE, M.Ec;

Agus Suriadi, S.Sos, M.Si;

Paidi Hidayat, SE, M.S1.

Universitas Brawijaya, Provinsi Jawa Timur :

Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D;

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS;
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Prof. Dr. Agus Suryono, MS;

Ir. Achmad Wicaksono, M.Eng, Ph.D;

Arik Prasetyo, $.S0s, M.S1, Ph.D;

Farida Nurani, S.Sos, M.Si.

Universitas Tanjungpura, Provinsi Kalimantan Barat :
1. Prof. Dr. Eddy Suratman, M.A;

2. Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA;

3. Dr. Nurul Bariyah, SE, M.Si;

4. Dr. Ir. Erlinda Yurisinthae;
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Wahyudi, SE, M.S1;
Hamdani, SH, M.Hum.
Universitas Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat :
Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D;
Prof. Ir. Suwardji, M.App.Sc, Ph.D;
Dr. Sarkawi, SH, MH;
Muhammad Mujahid Dakwah, SE, MM;
Prof. Ir. Chairussyuhur Arman, Ph.D;
Prof. Dr. Agil Al Idrus, M.Si.
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Universitas Nusa Cendana, Provinsi Nusa Tenggara Timur :
Ir. | Wayan Mudita, M.Sc, Ph.D;

Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.S1, Ph.D;

Dr. David B.W. Pandie, MS;

Dr. Umbu Lili Pekuwali, SH, M.Hum,

Ir. Melkianus Tiro, M.S1;

Dr. Ir. Agus A. Nalle, M.Si.

Universitas Tadulako, Provinsi Sulawesi Tengah :
Dr. Mauled Moelyono, SE, MA;

Prof. Dr. Ir. Mohamad Basyir, MS;

Dr. Eko Jokolelono, SE, M.Si;

Dr. Lien Damayanti, SP, MP,

Dr. Mohamad Ichwan, SE, M. kes;

Dr. Muzakir, M.S1.

Universitas Pattimura, Provinsi Maluku :

1. Prof. Dr. M. J. Saptenno, SH, M.Hum;
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2. Prof. Dr. Ir. Robert Oszaer, MS;
3. Dr. Joseph Pagaya;

4. Ir. Darius Tumanan, MSIE;

5. Ir. Wilem Talakua, MP;

6. Josep Antonius Ufi, S.Sos, MA.

Universitas Khairun, Provinsi Maluku Utara :
Prof. Dr. Husen Alting, SH, MH;

Dr. Suratman Sudjud, SP, MP;
Abdurrahman Senuk, SE, M.Si1;
Muhammad Asril Arilaha, SE, MM;
Karmila Ibrahim, SP, M.Sc;

Dr. Irham, M.Si.
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MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
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Kepala Biro Hukum,

e~

RR. Rita Erawati



